
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONl ALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 17 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2016 

TENTANG RENCANA K E R J A PEMBANGUNAN DAERAH 

KOTA GORONTALO TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

Yienimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 286 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembanunan Daerah 

bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengjm Peraturan 

Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi 

terhadap RKPD Kota Gorontalo Tahun 2017 tei'dapat asumsi 

kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang 

tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika jpembangunan 

sehingga perlu dilakukan Pembahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan 

Walikota Gorontalo tentemg Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2017; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
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Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Flepublik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembtiran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahfm Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada. Pemerintah, 

Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inforraasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahi Daerah Kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4815); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaeraJi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintaH Nomor 8 

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 518); 

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran 

Daerah Kota Gorontalo Tal iun 2002 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 10); 

14. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 168); 

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 
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Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Gorontalo Nomor 178); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA AT^.S PERATURAN WALIKOTA 

GORONTALO NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA 

K E R J A PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GORONTALO 

TAHUN 2017 

Pasal I 

Kletentuan Pasal 2 Peraturan Walikota GorontaJio Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Fleneana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 (Berita 

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 25 Tahun 2016 (Berita Daerah 

Piota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 25) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Perubahan Tahun 2017 sebagai 

landajian dan pedoman bagi pemerint£ih daerah dalam melaksanakan 

pemb£ingunan 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2017. 

(2) Is i bijserta uraian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Perubahan Kota Gorontalo Tahun 2017' sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang; tak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(3) Perubahan RKPD Kota Gorontalo Tahun 2017 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disusun guna menjamin ke;terkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pemb£mgunan daerah. 

(4) Perubahan RKPD Kota Gorontalo Tahun 2017 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) menjadi pedoman Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanjia Daerah Perubahan Tahun Anjjgaran 2017 yang berlandaskan 

pada Kebijakan Umum Perubahan Ang;garan (KUPA) dan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2017. 

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 
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Pasal I I 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintsthkan pengundangan Peraturan 

V^alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gcrontalo. 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal U Aga»tu« 2 0 1 7 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2 0 1 7 NOMOR 17 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal K A i?««tue2017 


